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BAB
PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa (DD) secara jelas tertuang dalam
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki
peluang untuk bangkit dan membangun secara mandiri untuk
mencapai kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini
bisa dilihat dari amanat Undang-Undang dimana desa di Indonesia
mendapatkan transfer dana langsung dari APBN. Kebijakan dana
desa bertujuan untuk meningkatkan kemandrian desa serta wujud
penguatan otonomi desa.

Dengan adanya dana desa diharapkan desa dapat lebih
mandiri dan dapat membiayai kegiatan - kegiatan di desa secara
swakelola. Adapun pengunaan dana desa di peruntukan bagi
bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang pembangunan desa meliputi yaitu peningkatan kualitas
hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial
dasar meliputi pengadaan pembangunan pengembangan dan
pemeliaraan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan
kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi energi dan
informasi dan komunikasi.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan
ekonomi desa dan peningkatan kapasitas.

Salah satu urgensi Dana Desa yakni menempatkan desa
sebagai basis desentralisasi, kebijakan itu merupakan instrumen
yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan sisi
lain menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang
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BAB KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
NEGARA

A. Administrasi Negara

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari
perubahan paradiganya sejak Wilson. Paradigma merupakan
suatu cara pandangan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar,
atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu
masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Keban, 2004 :
29).Apabila suatu cara pandangan tertentu mendapat tantangan
dari luar atau mengalami krisis (“anamalies”), kepercayaan
terhadap cara pandangan tersebut menjadi luntur, dan cara
pandangan yang demikian menjadi kurang beribawa. Orang
mulia mencari cara pandangan yang lebih sesuai, atau dengan
kata lain muncul suatu paradigma baru.

Perkembangan ilmu administrasi publik dimana
“anamalies” pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada
pergantian cara pandangan yang lama dengan yang baru,
sebagaimana diungkapkan oleh Henry (1995:21-49). Nicholas
Henry mengungkapkan bahwa standar suatu disiplin ilmu,
seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski,
mencakup fokus dan locus. Fokus mempersoalkan “what of the
field” atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah
apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan
(kekhususan bidang tersebut). Sedang locus mencakup “where of
the field” atau medan atau tempat dimana metode tersebut
digunakan atau diterapkan. Berdasarkan dua kategori bdisiplin
tersebut (locus dan fokus) telah terjadi lima paradigma dalam



BAB

A.

22

KEBIJAKAN
PUBLIK

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional
disebut Public policy, namun untuk kebutuhan kita menurut
Riant Nugroho (2011:96) ada baiknya kita merumuskan definisi
yang sederhana. Pada dasarnya kebijakan publik terbentuk dari
dua kata : kebijakan dan publik. Kebijakan (policy) adalah
anauthotitative decision. Decision made by the one who hold the
authority, formal dan informal. Publik adalah sekelompok orang
yang terkait dengan sesuatu isu tertentu. Jadi, publik bukanlah
umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar stakeholders,
publik adalah a sphere where people becomecitizen a space where
citizen interact, where state and society exist. Secara sederhana dapat
dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang
dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar
masyarakat pada masa awal dan memasuki pada masa transisi
untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Dengan
demikian, kebijakan publik adalah fakta strategis dari pada fakta
politis ataupun teknis yang pemahamannya dikenal dengan
istilah keputusan termaksud juga ketika pengambil kebijakan
dalam hal ini pemerintah untuk memutuskan untuk tidak
memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus isu
terkait.



BAB MODEL
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

Pada dasarnya suatu kebijakan akan memberi makna yang
lebih berati ketika kebijakan tersebut masuk dalam tahapan
implementasi.Oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan
lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau
kerangka pemikiran tertentu suatu model akan memberikan
gambaran kepada secara bulat lengkap mengenai objek, situasi atau
proses, komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek
situasi atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara
komponen - komponen itu satu dengan yang lainnya.

Oleh Tachjan (2006;37) dikatakan suatu model implementasi
kebijakan terdiri dari komponen komponen atas :

1. Program kebijakan yang dilaksanakan ;

2. Target groups yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut,
perubahatn atau peningkatan;

3. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan
yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan
pengawasan proses implementasi tersebut;

4. Faktor lingkungan (fisik sosial budaya dan politik)

A. Model Van Meterdan Van Horn
Model yang paling klasik diperkenalkan oleh Donald Van
Meter dan Carl Van Horn (2011:627), menegaskan bahwa:
"implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan
publik implementor, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa
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BAB
KEBIJAKAN

DANA DESA

A. Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang
nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa
yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk
kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat
memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan
pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang
kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana
Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian
sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif
besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap
kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan
dana tersebut.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN
yang  diperuntukkan  bagi Desa  dan  ditransfer
keKabupaten/Kota  setiap  tahun, untuk membiayai
penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul,
dan kewenangan lokal skala Desa. Dana Desa merupakan salah
satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari
pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui
Kabupaten/Kota.
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